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BADAN KEPEG/TWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 
"AHUN 

2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUI]AN YANG MAI-tA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 341 Peraturan

Pemerintah Nomor I 1 Tahun 20 17 tentang Manajemen

Pegawai Neqeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan

Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pemberian Cuti
Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apa,-atur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); .

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan

Kepegarvaian Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2O13 Nomor 1281);

Peraturan Kep:ria Badan Kepegarvaiar llegara Nomor l9
Tahun 201.i tentang Organisasi dan Tata Keria Badan

Kepegarvaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia

:
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Tahun 2O14 Nomor 998), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Kepegarvaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 20I 5 Nomor 1282);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I
Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Surat Edaran

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor

Ol /SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai

Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Menetapkan

:

Peraturan Badan

diundangkan.

Pasal 3

mulai berlaku pada tanggallnl



J'

Agar setiap orang mcngel.ahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik lndonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2l Desember 2017

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2Ol7

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UN DANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

rtd.

WIDODO EKA'T.]AHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20I7 NOMOR 1861

Salinan sesuai dengan aslinya

AWAIAN NEGARA

D rundang-undangan,

Lcli Kurniatri



LAMPIPEN

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 20I7
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENDAHULUAN

A. UMU]'/I

l. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3lO Peraturan Pemerintah Nomor

I I Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

dinyatakan bahwa cutt Pegawai Negeri Sipil terdiri atas cuti

tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena

alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tangsunBan

negara.

2. Bah wa untuk rnenjamin keseragaman dan tertib administrasi

dalam pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil dan untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 341 Peraturan Pemerintah

Nomor l1 Tahun 2O17 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

tata cara pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil perlu

ditetapkan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara'

TUJUAN

Peraturan Badan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat

Pembina Kepegawatan dan Pegawai Negeri Sipil yang berkepentingan

dalam peiaksanaan cuti Pegawai Negeri Sipil.

PENGERTIAN

1. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam

jangka waktu tertentu.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah

warga negara Indoncsia yang memenuhi syarat tertentu,

diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara yang

selanjutnya disingkat pegawai ASN secara tetap oleh pejabat

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan'

B
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Pejabat Pembina Iiepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK

adalah pejabat )'al1g mempunyai kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN

dan pembinaan manajemen ASN di lnstansi Pemerintah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti adalah PPK atau

pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK

untuk memberikan cuti.

Tim Penguji Kesehatan adalah suatu tim yang dibentuk oleh

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kesehatan yang beranggotakal dokter ;remerintah untuk
menguji kesehatan PNS.

D RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Badan ini terdiri atas:

l. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dan Jenis Cuti;

2. Tata Cara Permintaan dan Pemberian Cuti; dan

3. KetentuanLain-lain.

II. PEJABAT YANG BERWEN,A.NG MtsMBERIKAN CUTI DAN JENIS CUTI

A. Peiabat Yang Beru,cn:rng Mcmbcrikan Cuti

l. Cuti diberikan olel-r PPK.

2. PPK sebagaimana di maksud pada angka I terdiri atas:

a. menteri di kementerian, termasuk Jaksa Agung dan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian,

termasuk Kepala Badan Intelijen Negara dan pejabat la.in

yang di tentukan oleh Presiden;

c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan

lembaga nonstruktural, termasuk Sekretaris Mahkamah

Agung;

d. gubernur di provinsi; dan

e. bupatilrvalikota di kabupaten / kota.

3. PPK dapat menCelegasikan sebagian \\,ewenangnva kepada

pejabat di lingkunqannya untuk nremberikan cuti, kecuali

ditentukan i:rir-, d;iiunr Peraturan Fladarr ini.
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Keputusan pendelegasian wewenang pemberian cuci

sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuat menurut contoh

sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran l.a yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Cuti bagi PNS yang ditugaskan pada lembaga yang bukan bagian

dari kementerian atau lembaga diberikan oleh pimpinan lembaga

l,ang bersangkutan kecuali cuti di luar tanggungan negara.'

.J c nis Cuti

Cutr terdiri atas:

i . Cuti tahunarl;

2. Cuti besar;

3. Cuti sakit;

4. Cuti melahirkan;

5. Cuti karena alasan penting;

6. Cuti bersama; dan

7. Cuti di luar tanggungan negara.

III. TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

A. Cuti Tahunan

1. PNS dan Calon PNS yang telah bekeria paling kurang I (satu)

tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.

2. Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada

angka 1 adalah 12 (dua belas) hari kerja.

3. Permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1

(safu) hari keria.

4. Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana

dimaksud pada angka 1, PNS atau Calon PNS yang

bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada
' 

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti'

5. Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud

pada angka 4, Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti

memberikan cuti tahunan kepada PNS atau Calon PNS yang

bersangkutan.

6. Permintaan dan pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada

angka 4 dan angka 5 dibuat menurut contoh dengan

menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Anak

4

5
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Lampiran I .b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

7. Dalam hal hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada

angka I yang akan digunakan di tempat yang sulit

perhubungannya maka jangka rvaktu cuti tahunan tersebut

dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender'

8. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang

bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk

paling iama 18 (delapan beias) hari kerla rermasuk cuti tahunan

dalam tahun berjalan.

Contoh:

Sdr. Heru Sudiyanto NIP. 196303121991021005 dalam tahun

2O18 tidak mengajukan permintaan cuti tahunan. Pada tahun

2019 yang bersangkutan mengajukan permintaan cuti tahunan,

untuk tahun 2Ol8 dan tahun 2019. Dalam hal demikian maka

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti hanya dapat

memberikan cuti tihunan kepada PNS yang be::sangkutan

paiing lama i ii lcieiapan beias) hari kerja.
g. Sisa hak ara: .-,,ti iahunan yang tiriai-' digunakan dalam tahttn

bersangkutan citrptit tiigr,rnakan Pada tairun berikuhrya paling

b:rr.r;.rak 6 (en;rmi .,:,'i kc;-la.

C.;i, iolr:

a. Sdri. Dian Sulistiowati NIP. 198609222014022001' tahun

2018 menggunakan hak cuti tahunan selama 3 (tiga) hari

kerja, sisa hak cuti tahunan Sdri. Dian Sulistiowati pada

tahun 2018 sebanyak 9 (sembilan) hari kerja. Dalam hal

demikian hak cuti tahunan yang dapat diperhitungkan

untuk tahun 2Ol9 sebanyak 18 (delapan belasl hari kerja,

termasuk cuti tahunan dalam tahun 2019.

b. Sdri. Wening Wulandari NIP l97EO5262OloO52OO9, tahun

2018 menggunakan hak cuti tahunan selama 7 (tujuh) hari

keda, sisa hak cuci tahunan Sdri. Wening Wulandari pada

tahun 2O 18 sebanyak 5 (tima) hari kerja. Dalam hal

demikian irak cuti tahunan yang dapat diperhitungkan

untuk tahun 2019 sebanyak l7 (tujuh belas) hari kerja'

I C. Hak atas cuti tali-"ir:atl sebagaimana dimaksud pada angka i

yang tidak drgunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut'

Capat d,ig'lna.t'.ar: clalarn tahun berikutnya untuk paling larna 24
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(dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan

dalam tahun berjalan.

Contoh:

a. Sdr. Saputra NIP. 198009252OO4O21OO4 dalam tahun 2018

dan tahun 2019 tidak mengajukan permintaan cuti

tahunan. Pada tahun 2O2O yar,g bersangkutan mengajukan

permintaan cuti tahunan untuk tahun 20 18, 2O 19, dan

2O2O. Dalam hal demikian Pejabat Yang Berwenarg

Memberikan Cuti dapat memberikan cuti tahunan kepada

PNS bersangkutan untuk paling lama 24 ldwa puluh empat)

hari kerja, tcrmasuk cuti tahunan dalam tahun 2020.

b. Sdr. Agus Wahyudi NIP. l98505142O14Ol lOOl, tahun 2Ol7

menggunakan hak cuti tahunan selama 5 (lima) hari ke{a'

Pada tahun 2018, cuti tahunan tidak digunakan- Dalam hal

demikian Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dapat

memberikan cuti tahunan kepada PNS bersangkutan untuk

paling lama 18 (delapan belas) hari kerja, termasuk cuti

tahunan dalam tahun 2019.

c. Sdri. Fadzilia NIP. l987O8112O|4O22OOL, tahun 2018

menggunakan hak cuti tahunan selama 7 (tujuh) hari ke4'a.

Pada tahun 2019, cuti tahunan yang bersangkutan tidak

digunakan. Dalam hal demikian Pejabat Yang Berwenang

Memberikan Cuti dapat memberikan cuti tahunan kepada

PNS bersangkutan untuk paling lama l8 (delapan belas)

hari kerja, termasuk cuti tahunan dalam tahun 2020.

ll. Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan pcnggunaannya oleh

Peiabat Yang Benr,enang Memberikan Cuti '-r'-rtuk paling lama I

(satu) tahun, apabila lcrdapat kepentingan dinas mendcsak.

12. Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana

dimaksud pada angka 1l dapat digunakan dalam tahun

berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari keda termasuk

hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

Contoh:

Sdri. Sri Rahayu NIP. L99OO9252O14O22OO4 mengajukan

permintaan cuti tahunan untuk tahun 2018 selama 12 (dua

belas) hari kerja. Pej abat Yang Berwenang Memberikan Cuti

tidak memberikan cuti karena kepentingan dinas mendesak'
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Dalam hal demikian maka hak atas cuti tahunan Sdri. Srt

Rahayu pada tahun 2Oi9 menjadi selama 24 (dua puluh empat)

hari keria, tcrnrasttk hak atas cuti tahunan dalam tahun

berjalan.

13. Dalam hal terdapat PNS vang telah menggunakan Hak atas cuti

tahunan dan masih terdapat sisa Hak atas cuti tahunan untuk

tahun berjalan, dapat ditangguhkan penggunaannya oleh

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk tahun

berikutnya, apabila terdapat kepentingan dirtas mendesak'

14. Hak atas sisa cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana

dirnaksud pada angka 13 dihitung penuh dalam tahun

berikutnya.

Contoh:

Sdr. Dicky Pamungkas NIP. 199OO9252OI4O2IOO4 memiliki sisa

cuti tahunan pada tahun 2018 sebanyak 9 (sembilan) hari kerja'

Pada akhir tahun 2018 yang bersangkutan mengajukan kembali

permintaan cuti tahunan untuk tahun 2O18 selama 9 (sembilan)

hari kerja Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti

menangguhkan hak atas cuti tahunan untuk tahun 2018 karena

kepentingan dinas mendesak. Dalam hal demikian maka hak

atas cuti tahunan Sdr. Dicky Pamungkas pada tahun 2019

menjadi selama 21 (dua Puluh satu) hari kerja, termasuk hak

atas cuti tahunan dalam tahun 2019.

15. PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan

dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut

peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang

telah menggunakan hak cuti tahunan.

16. Pemberian cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah

pegawai pada unit kerja yang bersangkutan'

B. Cuti Besar

PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara

terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan'

PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas

cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan'

I

2



7

3

Contoh:

Sdr. Aldi NIP. 198OO I I22O74O71OO5 telah bekerja secara terus

menerus sejak Januari 2014. Pada tanggal 10 Februari 2019

mengajukan permintaan cuti besar selama 3 (tiga) bulan

terhitung mulai I Maret 2019 sampai dengan 31 Mei 2019'

Kemudian pada tanggal l8 Februari 2019 Pejabat Yang

Berwenang Memberikan Cuti' memberikan cuti besar sesuai

permintaan PNS yang trersangkutan'

Dalam hal demikia,n maka Sdr. A-ldi:

a. Tidak berhak atas cuti tahunan untuk tahun 2019'

b. Cuti besar bcrikutnya baru dapat diajukan paling cepat 1

Juni 2O24.

PNS yang telal-r mcnggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun

yang bersangkutan maka hak atas cuti besar'1'ang bersangkutan

diberikan dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang

telah digunakan.

Contoh:

Sdr. Ahmad NIP. 198501122014011OO9 telah bekerja secara

terus menerus sejak 1 Januari 2074' Pada bulan Maret 2019

yang bersangkutan telah menggunakan hak atas cuti tahunan

tahun 2O19 selama 12 (dua belas) hari keda' Pada tanggal 4

November 2019 mengajukan permintaan cuti besar selama 3

(tiga) bulan terhitung mulai l8 November 2019 sampai dengan

18 Februari 2O2O. Dalam hal Pejabat Yang Berwenang

Memberikan Cuti akan memberikan cuti selama 3 (tiga) bulan

maka:

a- Pejabat Yang

menetaPkan

Berwenang

pemberian

Memberikan Cuti,

cuti besar

saat

tetap

b

mempertimbangkan cuti tahunan Yang sudah digunakan

selama 12 (dua belas) hari kerja sebelum mengajukan

permintaan cuti besar.

Hak atas cuti besar Sdr' Ahmad diberikan paling lama

terhitung mulai l8 November 2O 19 sampai dengan 3 1

Januari 2020.

sdr. Ahmad marih mornpunyei hak at3' cuti t3hunen Pade

tahun 2020.
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d. Cuti besar berikutnya baru dapat diajukan paling cepat I

Februari 2O25.

PNS yang menggunakan hak atas cuti besar dan masih

mempunyai sisa hak atas cuti tahunan tahun sebelumnya maka

dapat menggunakan sisa hak atas cuti tahunan tersebut'

Contoh:

Sdr. Dion Abdul Rauf NIP. 198504032012021007 telah bekerja

secara terus menerus sejak I Febru ari 2012' Pada tahun 2017'

yang bersangkutan memiliki hak cuti tahunan 2017 selama li
(sebelas) hari dan sisa hak cuti tahunan tahun 2O16 selama 6

(enam) hari. Pada tanggai 28 Agustus 2017 mengajukan

permintaan cuti besar selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai 1

September 2017 sampai dengan 30 November 2Ol7' Pejabat

Yang Berwenang Memberikan Cuti dapat memberikan cuti besar

secara penuh selama 3 (tiga) bulan.

Dalam hal demikian, maka:

a. Sdr. Dion tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun

2017.

b. Sdr. Dion masih mempunyai hak atas sisa cuti d:hunan

tahun 2016 selama 6 (enam) l-rari.

c, Cuti besar berikutnya baru dapat diajukan paling cepat 1

Desember 2O22.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka l, dikecuaiikan

bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun untuk

kepentingan agama, yaitu menunaikan ib4clah haji pertama kali

dengan melampirkan jadwal keberangkatan/kelompok terbang

(kloter) yang dikcluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab

dalam penyelenggaraan haji-

Untuk menggunakan hak atas cuti besar sebagaimana

dimaksud pada angka 1, PNS yang bersangkutan mengajukan

permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang

Memberikan Cuti.

Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud

pada angka 6, Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti

memberikan cuti besar kepada PNS yang bersangkutan'

Permintaan dan pemberian cuti besar sebagaimana dimaksud

pada angka 6 dan angka 7 dibuat menurut contoh dengan

5
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menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Anak

Lampiran I .b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

HakcutibesardapatditangguhkanpenggunaannyaolehPejabat
Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama I (satu)

tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendesak' kecuali

terus-menerus sejak Januari tahun 2OI4' Dalam bulan Maret

2Ol9 iamengajukan cuti besar selama 3 (dga) bulan' tetapi oleh

untuk kePentingan agama'

Contoh:

Sdr. Arman NIP

karena kePentingan dinas

ditangguhkal selama 1

menerus seiak I Maret

bersangkutan mengajukan

198001 l22}l4}l1005 telah bekerja secara

bersangkutan diberikan cuti besar muiai 1 Maret sampai dengan

3lMei2o2o.DalamhaldemikianperhitunganhakatasCuti
besar bcrikutnya bukan terhitung mulai bulan Juni 2025' tetapi

terhitung mulai bulan Jtnt 2024 '

10. PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan'

maka sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus'

Contoh:

Sdr.AmirNIPlgSlol1520too3lo05telahbekerjaSecaraterus

mendesak, Pemberian cuti

(satu) tahun, sehingga

2O1O. Pada lO Mei

cuti besar selama 2

besar

yang

2017 Yang
(dua) bulan

sampai dengan 1O Juli 2O17' Dalam hal demikian maka sisa hak

atas cuti besar selama 1 (satu) bulan menjaJi hapus'

Sdr. Amir baru dapat mengajukan cuti besar berikutnya setelah

lO Juli2o22.

11. Selama menggunakan hak atas cuti besar' PNq yang

bersangkutan mcnerima penghasilan PNS'

i2. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 11' terdiri atas

gaii pokok, tr.trriatrgan keluarga' dan tunjangan pangan sampai

dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur

gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS'

C. Cuti Sakit'

I Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit'
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2. PNS vang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan

sakitsecaratertuliskepadaatasanlangsungdengan
melampirkan surat keterangan dokter'

3.PNSyangSakitlebihdaril(satu)harisampaidengan14(empat
belas) hari berhak atas cuti sakit' dengan ketentuan bahwa PNS

yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara

tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang l'{emberikan Cuti

dengan melampirkan surat keterangan dokter'

4. PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak

atas cuti sakit. dengan ketentuan bahwa PNS yang

bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis

kepada Pejabat Yang Berwenang Menrberikan Cuti dengan

melampirkan surat keterangan dokter pemerintah'

5. Dokter pemerintah sebagaimana dimaksud dalam angka 4

merupakan dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja

pada unit pelayanan kesehatan pemerintah'

6. Surat Keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada angka 3

dan 4 Paling sedikit memuat

diberikan cuti, lamanya cuti

diperlukan.

Hak atas cuti sakit diberikan untuk rx''aktu paling lama I (satu)

tahun.

pernyataan tentang PerlunYa

dan keterangan lain Yang

7

8 Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 7

dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam)

diperlukan, berdasarkan surat keterangan

bulan

tim

apabila

penguji

kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan'

9. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnva dalam iangka waktu

sebagaimana dimaksud pada angka 8' tri'ruS diuji kembali

kesehatannya oleh tim penguji kesehatan -rang ditetapkan oleh

menteri yang menYelenggarakan rrrusan pemerintahan di bidang

kesehatan.

1O. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana

dimaksudpadaangkagPNSbelumsembuhdaripenyakitnya'

PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari

jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai

dengan ketentuan peraluran per"undang-undangan'
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11. PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit

untuk paling lama 1 | /2 (satu setengah) bulan'

12. Untuk menglunakan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud

pada angka 1, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan

SecaratertuliskepadaPejabatYangBerwenangMemberikan
Cuti'

13. Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud

pada angka 12, Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti

memberikan cuti sakit kepada PNS yang bersangkutan'

14. Permintaan dan pemberian cud sakit sebagaimana dimaksud

pada angka 12 dan angka 13 dibuat menurut contoh a.""e"l

menggunakan lormulir sebagaimana tercanlum dalam Anak

Lampiran 1.b '''ang merupakan bagian tidzrk terpisahkan dari

menjalankan tugas kewajibannya sehingga i'ang bersangkutan

perlu mendapat pera\l'atan berhak atas cuti sakit sampai yang

bersangkutan sembuh dari penyakitnya'

16.Selamamenjalankancutisakit,PNSyangbersangkutan
menerima Penghasilan PNS'

17. Penghasilan sebagaimaoa dimaksud pada angka 16' terdiri atas

Peraturan Badan ini'

15. PNS yang mengalami kecelakaan

gaji pokok, tunjangan keluarga'

tunj angan jabatan samPai dengan

dalam dan oleh karena

tunjangan Pangan dan

ditetapkannya Peraturan

Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan' dan fasilitas PNS'

D. Cuti Melahirkan

Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiral anak

ketiga pada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan'

UntukkelahirananakkeempatdanseterusnyakepadaPNS
diberikan cuti besar.

Cutibesaruntukkelahirananakkeempatdanseterusnya
berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. pcrmintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan:

b. mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5

tahun secara terus-menems; dan

c. lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti

melahirkan.

1

2

3
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4 Lamanya cuti melahiikan sebagaimana dimaksud pada angka 1

adalah 3 (tiga) bulan.

Untuk menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana

dimaksud pada angka 1, PNS yang bersangkutan mengajukan

permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang

Memberikan Cr-rti-

Berdasarkan permintaan secara tertulis scbagaimana dimaksud

pada angka 5, Pejabat Yang Beru'enang Memberikan Cuti

memberikan cud metahirkan kepada PNS yang bersangkutan'

7. Permintaan dan pemberian cuti melahirkan sebagaimana

dimaksud pada angka 6 dan angka 7 dibuat menurut contoh

dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam

Anak Lampiran 1.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini'

DalamhaltertentuPNSdapatmengajukanpermintaancuti
melahirkan kurang dari 3 (tiga) bulan'

Selama menggunakan hak cuti mele nlrkan' PNS yang

bersangkutan menerima penghasilan PNS'

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 9' terdiri atas

gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan

tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkannya Peraturan

Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan' dan fasilitas PNS'

E. Cuti Karena Alasan Pcnting

PNS berhak atas cuti karena alasan penting' apabila:

a. ibu, bapak' isteri atau suami, anak' adik' kakak'

atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;

b. salah seorang angSota keluarga yang dimaksud pada huruf

a meninggal dunia, dan menurut Peraturan perundang-

undangan PNS 1'ang bersangkutan harus mengurus hak-

hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia: atau

c. melangsungkan Perkawinan'

Sakit keras sebagaimana dimaksud pada angka I huruf a

dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap

dari Unit PelaYanan Kesehatan'

5

6

9

10.

L

2

rtua,
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3. PNS laki-laki yang isterir"rya melahirkan/ operasi caesar dapat

diberikancutikarenaalasanpentingdenganmelampirkansurat

keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan'

4. Dalam hal PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau

bencana alam, dapat diberikan cuti karena alasan penting

dengan melampirkan sul at keterangan paling rendah dari Ketua

Rukun Tetangga'

5. PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang

rawan dan/atau berbahaya dapat mengajukan cuti karena

alasan penting guna memuiihkan kondisi kejiwaan PNS yang

bersangkutan.

6. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat

YangBerwenangMemberikanCutipalinglamal(satu)bulan.

7. Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting

sebagaimana dimaksud pada angka 1' PNS yang bersangkutan

mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang

Berwenang Membcrikan Cuti'

8. Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud

pacla angka 7, Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti

memberikan cuti karena alasan penting kepada PNS yang

bersangkutan
g. Permintaan dan pemberian cuti karena alasan pentlng

sebagaimana dimaksud pada angka 7 drr: angka 8 dibuat

menurut contoh dengan menggunakan formulir sebagaimana

tercantumdalamAnakl,ampiranl.byangmerupakanbagian
ddak terPisahkan dari Peraturan Badan ini'

10. Da]am hal yang mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan

tidak dapat menunggu keputusan dari Pejabat Yang Berwenang

Memberikan Cuti, pejabat yang tertinggi di tempat PNS yang

bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara

tertulis untuk
penting.

Pejabat scbagaimana yang rlimaksud pada angka 10 dapat

membe rikan izin sementara secara tertulis menurut contoh

sebagaimana te rcantum dalam Anak Lampiran I 'c yang

mentpakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini'

menggunakan hak atas cuti karena alasan

11.
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12. Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada angka

l0harrrssegeradiberitahukankepadaPejabatYangBenvenang
Memberikan Cuti.

13. Pej abat Yang Beru'enang Memberikan Cuti setelah menerlma

14

1q

pemberitahuan sebagaimana dimaksud

memberikan hak atas cuti karena alasan

Caji Pokok, tunjangan keluarga'

tunjangan jabatan samPai dengan

:ada angka 12

pe nting kePada PNS

tunjangan Pangan' dan

ditetapkannYa Peraturan

yang bersangkutan.

Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting' PNS

yang bersangkut:rn menerima penghasilan PNS'

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 14' terdiri atas

Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan' dan fasilitas PNS'

F. Cuti Bersama.

1. Presiden dapat menetapkan cuti bersama'

2,Cutibersamasebagaimanadimaksudpadaangkarddak
mengurangi hak cuti tahunan'

3.Cutibersamasebagaimanadimaksudpadaangkalditetapkan
dengan KePutusan Presiden'

4- PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti

bersama,hakcutitahunannyaditambahsesuaidenganjumlah
cuti bersama yang tidak diberikan'

Contoh:

Sdri. Filda Rista, NIP' 198410042010122OO1 PNS

menduduki jabatan fungsional Perawat pada Rumah

Umum Daerah Brebes' Pada bulan Juni tahun 2017

bersangkutan tidak diberikan hak cuti br:r:"ama dalam rangka

Hari Raya Idul Fitri selama 5 (lima) hari kerja karena harus

tugas jaga/piket. Dalam hal demikian' maka hak atas cuti

tahunan tahun 2017 ditambah 5 (lima) hari kerja'

Penambahanhakatascutitahunansebagaimanadimaksud
pada angka 4 hanya dapat digunakan dalam tahun berjaian'

yang

Sakit

yang

5



-t5-

G Cuti

i.

2.

J.

4.

5.

6.

8.

9.

di Luar Tanggungan Negara.

PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara

terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat

diberikan cuti di luar tanggungan negara'

Alasan pribadi dan rnendesak sebagaimana dimaksud pada

angka I antara lain sebagai berikut:

a. mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas

negara/tugas belajar di dalam/luar negeri;

b, mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri;

c. menjalani program untuk mendapatka[ i:eturunan;

d. mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;

e. mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan

perawatan khusus; dan/ atau

f. mendampingi/merawatorang tua/mertuayang sakit/uzur'

Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena

alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a harus

melampirkan surat penugasan atau surat perintah tugas

negara/tugas belajar dari pejabat yang berwenang'

Untuk mengaiukan cuti di luar tanggungan negara karena

alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b harus

melampirkan surat keputusan atau surat penugasan/

pe ngangkatan dalam jabatan.

Untuk mengajukan cuti di luar tang'gungan negara karena

alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, huruf d'

dan hurrf e harus melampirkan surat keterangan dokter

spesialis.

Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena

alasan sebagaimana dimaksud pada arrgka 2 huruf f harus

melampirkan surat keterangan dokter'

Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling

lama 3 (tiga) tahun.

Jangka waktlt ct-tti di luar tanggungan negara sebagaimana

dimaksud pada angka 7 dapat diperpanjang paling lama 1 (satu)

tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk

memperpanj angnYa.

Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang

bersangkutan dibe rhentikan dari jabatannya'
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10. Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar

tanggungan negara harus diisi'

ll.Untukmendapatkancutidiluartanggungannegara'PNSyang
bersangkutan mengajukan permintaan/permohonan secara

tertulis kepada PPK diseltai dengan aiasan yang dibuat menurut

contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I'b yang

merupakan bagiarr tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini'

12. Berdasarkan permintaan/ permohonan secara tertulis

sebagaimana dimaksud pada angka 11' PPK atau pejabat lain

yang ditunjuk mengajukan permintaan persetujuan kepada

Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional

Badan Kepegawaian Negara yang dibuat rangkap 3 (tiga)

menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran

l.d yang merupakan bagian tidak terpisahkal dari Peraturan

Badan ini.

13. Dalam hal permintaan/ permohonan

Badan Kepegarvaian Negara/Kepala

cu.1

Kantor

disetujui,

Regional

Kepa-la

Badan

Kepegawaian Negara menandatangani persetujuan sebagaimana

dimaksud Pada angka 12'

14. Dalam hal permintaan/permohonan cuti ditolak' Kepala Badan

Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara mengembalikan secara tertulis usul

persetujuan disertai alasan penolakan'

15. Persetujuan Iiepala Badan Kepegau'aian Negara/Kepala Kantor

Regional Baciar: Kcpegawaian Ncgara sebagaimana dimaksud

pada angka 12 diperuntukkan kepada:

a. Pimpinarr instansi yang bersangkutan;

b. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/ Kepala Badan dan

atau Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

c. Deputi Bidang Mutasi Kep€gawaian '

16. Cuti di luar tanggungan negara, hanya dapat diberikan dengan

kepunjlsan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala

Badan Kepegawaian Negara yang dibuat menurut contoh

sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1'e yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini'
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17. PPK sebagaimana dimaksud pada angka l2 tidak dapat

mendelegasikan kewenangan pemberian cuti di luar tanggungan

negara.

18. Permchonan cuti di luar tanggungtrn negara dapat ditolak'

19. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara' PNS yang

bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan PNS'

20. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak

diperhitungkan sebagai masa kerja PNS'

21. PNS yang telah menjalankan cuti di luar tanggungan negara

untuk paling lama 3 (tiga) tahun tetapi ingin memperpanjang'

maka yang bersangkutan harus nrengajukan permintaan/

permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara'

disertai dengan alasan-alasan yang penting untuk

memperpanjangnl-a yang dibuat menurut contoh sebagaimana

tercantum dalam Anak Lampiran l'f yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini'

22. Permintaan / permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan

negara harus sudah diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan

sebelum cuti di luar tanggungan negara berakhir'

23. Permintaan / permohonan perpanjangan clri; di luar tanggungan

negara dapat dikabulkan atau dir'olak berdasarkan

pertimbangan Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti di iuar

tanggungan negara.

24. Berdasarkan permintaan/permohonan secara tertulis

sebagaimana dimaksud pada angka 23, PPK atau pejabat lain

yang ditunjuk mengajukan permintaan/permohonan

persetujuan perpanjangan cuti kepada Kepala Badan

Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara yang dibuat rangkap 3 (tiga) menurut

contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1'g yang

merupakan baglan tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini'

25. Dalam hal permintaan/ permohonan perpanjangan cuti {isetujui'

Kcpala Badan liepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional

Badan Kepegau'aian Negara menandatangani persetujuan

sebagaimana dimaksud pada angka 24'
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26. Perpanjangan cuti di luar tanggungan negara diberikan dengan

keputusan PPK setelah mendapat persetujuan Kepala Badan

Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara yang dibuat menurut colrtoh sebagaimana

tercantum dalam Anak Lampiran l'h yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini'

27. PNS Yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan

ncgara wajib melaporkan d'iri secara tertulis kepada instansi

induknya yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum

dalam Anak Lampiran i 'i vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Pcraturan Badan int'

28. Batas waktu mclaporkan diri secara tertulis

dimaksud pada angka 27 ' paling' lama I (satu)

sebagaimana

bulan setelah

Kepegawaian Negara

Badan KePegawatan

Kepegawaian Negara

29.

30

selesai menjaiankan cuti di luar tanggungan negara'

PPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah

menerima laporan sebagaimana dimaksr'rd pada angka 27 ' wajib

mengusulkan persetujuan pengaktifan kembali PNS yang

bersangkutan kepada Kepala Badan Kepegawaian

Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara

dengan formulir yang dibuat menurut contoh sebagaimana

tercantum dalam Anak t'ampiran l'i yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini'

Dalam hal perrnohonan pengaktifan kembali PNS sebagaimana

dimaksud pacia angka 29 disetujui' K:pala Badan Kepegawaian

Negara/Kepala Kantor Regional Badan

menandatangani persetujuan tersebut'

3f .. PPK berdasarkan persetujuan Kepala

Negara/Kepala Kantor Regional Badan

sebagaimana dimaksud pada angka 30 menetapkan keputusan

pengaktifan kembali PNS dalam jabatan yang dibuat menurllt

contoh sebagaimana tercantum dalam Anak L'ampiran 1'k yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini'

32. Dalam hal PNS yang melaporkan diri sebagaimana dimaksud

pada angka 27, tetapi tidak dapat diangkat dalam jabatan pada

instansi induknya, dlsalurkan Pada instansl lain'
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33. Penyaluran Pada instansl

angka 32, dilakukan oleh

lain sebagaimana dimaksud Pada

PPK setelah berkoordinasi dengan

KePala Badan KePegawaian Negara'

34.KoordinasiPPKdenganKepalaBadanKepegawaianNegara
disampaikan clengan mengajukan permintaan penyaluran

pegawai yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum

dalamAnakLampiranl.lyangmerupakanbagiantidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini'

35. Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan pengajuan

penyaluran pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 34'

menyampaikan ada atau tidak adanya jabatan yang lowong

kePada PPK.

36.Dalamhalterdapat.iabatanyanglowong,PPKmengajukan
permohonan persetujuan pengaktifan kembali kepada Kepala

Badan Kepegau'atan Negara/Kepata Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara dengan formulir yang dibuat rnenurut

contoh sebag;:inlana tercantum clalam Anak Lampiran I j yang

merupakan ba':ran ticlak terpisahktrn ciari Peraturan Badan ini'

3T.PPKberdas:.u.llarrpcrsetujuanKepirlaBadanKepegaw.aian
Negara/Kepalr. Kantor Regional Radan Kepega*'aian Negara

sebagaimana climaksud pada angka 36 menetapkan keputusan

pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada atgka2T

dan ar:gka 32 sesuai jabatan yang tersedia'

38. Keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada

angka 37 dibuat ment'rut contoh sebagaimana tercantum dalam

Anali Lampiran l'k yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan rni'

39. PNS yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1

(satu) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS'

40. PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis dalam jangka

*'aktu paling lama I (satu) bulan sebagailn?'na dimaksud pada

angka 27 dan angka 28, diberhentikan dengan hormat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

41. PNS yang dibcrhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud

pada angka 39 dan angka 4O diberikan hak kepegawaian sesuai

peraturan Perundang-undangan'



IV. KETENTUANLAIN.LAIN

PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti tahunan' cuti besar'

cuti karena alasan penting, dan cuti bersama dapat dipanggil kembali

bekerja apabila kepentingan dinas mendesak'

Dalam hal PNS dipanggil kembali bekerja' jangka walchr cuti yang

belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan'

Hak atas cuti tahunan, cuti besar' cuti sakit' cuti melahirkan' dan

cuti karena alasan penting yang akan dijalankan di luar negeri'

hanya daPat diberikan oleh PPK'

Dalam hal yang mendesak, sehingga PN'S yang bersangkutan tidak

dapat menunggu keputusan dari PPK sebagaimana dimaksud pada

angka 3, pejabat vang tertinggi di tempat PNS yang bersangkutan

bekerja daPat memberikan izin

menggunakan hak atas cuti'

sementara secara tertulis untuk

PemberianizinsementaraharussegeradiberitahukankepadaPPK'

PPK setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada

angka5memberikanhakatascutikepadaPNSyangbersangkutan.
Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan' dan cuti karena

alasan penting berlakrr secara mutatis mutandis terhadap Calon PNS'

PNS yang sedang menjalankan cuti di luar tanggunga-n negara pada

saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2O17

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil' setelah selesai menjalankan

cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis

kepada instansi induknya paling lama I (satu) bulan setelah selesai

menjalankan cuti di h-rar tanggunga;l negara'

PNS yang telah sclesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara

dantelahdiaktilkankembalisebagaiPNS'dapatmengajukancuti
tahunan apabila telah bekerja secara terus-menerus paling singkat 1

(satu) tahun sejak diaktifkan kembali sebagai PNS'

10. Penghasilan lain yang antara lain berupa tunjangan kinerja'

tunjangan perbaikan penghasilan dibayarkan kepada PNS yang

sedang menjalankan cuti sesuai dengan ketentuan p€raturan

perundang-undangan.

I

2

4

5

6

8

9

-20-
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PENUTUP

I. Apabila dalam

2

kesulitan, agar dikonsultasikan kepada l(epala Badan Kepegawatan
mclaksanakal Peraturan Badan ini dijumpai

lain yang ditunjuk untuk mendaPat

an Perundang-undangan'

Negara atau Pejabat

penvelesaian'

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya'

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

trd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinYa

AWAIAN NEC}ARA
.c9

',;
Di

kli Kurniatri
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ANAK LAMPIRAN 1.A

Iliiit"i nai'i-aApAri i(EPEGA*AiA N li EGARA

REPUBLIK INDONES1A
NOMOR 24 TAHUN 20i7
TF"NTANG
ii;;U..; 

'EMBERTAN 
cu, PEcAwAl NEGERI stPrL

CONTOH KEPUTUSAN
ii*oiibtasieN wewENnl'rc PEMBERIAN curl

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA'

Menimbzrng

hiengir'gat

Me:retapkan

KESATU

NOMOR

a.

3

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWtrNiNG PEMBERIAN C1ITI PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI / PIMPINi\N Llj\{ BAGAi GUBERNUR/BIJPATI/WALIKOTA.

bah$'a untuk memperlancar pelaksanaan Ot-!:1'.-,,t-:U
;;;;;-' *;s..r sipit, pertu menunjuk PeJabat vans

diberikal wewenang untur menetapkan pembenan cuti

#s;';;;; N"j.,i slp'r datam lingkungannva masrns-

b

2

maslng,

a. Cuti Tahunan;
b. Cuti Besar;
c. Cuti Sakit;

:'' , 1-- rr.^.{..-- Nr,rnn:' 5 Ta}.un 2C14 tci:l;:1g ^'paratu;unuixr(-.,rru@t rra Republik lndonesia Tahun
Sioil Nieara (t embaran Negz

iili""ti?i""'' u , tambahan "e*iu* Nega;a Republik

Indcnesia Nomor 5494);
i"';;"# ;;;;""tah Nomor 11 rahun 2017 tentang
'ltil;;ei;"' - 

F"ga*'"i )'le geri Sipi! (Lembaran Negara

*'"-""ilii"i"a."Esia Ta}un 2o17 Nomor 63' Tambahan

;;;;; ii;*;, Republik lndonesia Nomor 6037);-

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor " Tahun

;;r?' ;;; T.,a CarI Pe*b'rlar cuti Pegawar NeBeri

atoli tii.tli.'to"e.ra Republik Intlorresia Tahun 2017

Nomo;"-..'l:

MEMUTUSKAN:

KEPUTU SAN MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA / GU.BERNUR/

BUPATI/WALIKOTA" ....".... TENTANG PENDELEGASIAN

il,"eiii;Niatic perlserueN curl PEGAwAI NEGERI sIPIL

DALAM LINGKUNGAN KEM;NTERIAN/ LEMBAGA/PROVINSi

/ KABU PA-|EN/ KOTA' ..' "' ' '

MemberlkandelegasiIrrcwenangkepadaPNSyangmenciuduki
iabalarr. '' -""'"-'
'#;it' *.*u.rit,,,7-enanggshkan /menolak. permintaan

f:t'$"";;'.;;;;iinl v'""u berar'la dalam,lingkungannva

masl;6";;.a:i::;' scpan;a;g ;'a;g ;:r'erryaxg'ku:: i I



d. Cuti Melahirkan: dan/ atau

e- Cuti Karena Alasan Penting'

Keputusa,n ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

KeDutusan ini disampaikan kepada. pejabat - 
yang

;:In:;X;*;'t""t'L dituk'"-"akarr sebagaima--ra mestt'.va'

DitetaPkan di
pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/ GUBERNUR/

BI.IPATI/WALIKOTA* , . .

I(EDUA

KETIGA

TEMBUSAN

1

2

CATATAN :

, Coret vang tidak perlu
-- f"i;"1""1"*.uti yang akan didclegasikan



I
a

ATA PEGAWAI

ANAK LAMPIRAN 1.b
pilierunati BADAN KEPEGAwAIAN NEGARA

R.EPUBL;K INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TEI'ITANC
ii;;-&-* 

'EMBERIAN 
curl PEGAwAI NEGERI slPlL

iicpada
Yth....

di

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

Masa Keiia
.rabatan

I!. JENIS CUTI YAN G DI-AMBIL--

. Cuti Tahunan
3
5

I
Cuti Sakit
Cutl Karena Alasan Penirng

2 Cuti Besar
4. Cuti Melahirkan
6. Cutt di Luar 'l anBgunBan

t.D

v.c

.qur.ssn curl

N. LAMANY A CUTI

ATA'TAN CUTT'-

S (l

Lvll r ,1r r!,r, t

3
,|

cuTr SAXIT
CUTI MELAH iRK.^.N

l-\ CUTI XAREN A ALASAN PENTING

VI. ALAMA'I SEI,AMA MENJ ALANKAN CUTI

Hormat sava.

\rll r)E PTlr.rtiA NG 4N A
T'4 S

DISETU.]UI PERUBAHA\"'- iIITA ItCCUHX,t,',.."'. TIDAIi

l,r-r,rn. xr,puruslll pr.L4E4l vaNc se nwe NANG MEM BURIKAN CUTI''

N

N

AN I A Nrlql lNr:r'

PERUT}AHAN"" t)ITANGGUH

DISETUJUI---'

TIDAK I)ISETUJUI--"

'ltd Yang disenal Nama
dan illP Pejaba'.

KAN"-'fDrsEit--L_-

UJUI

Catatan:
Corct Iang iidak Perlu
iliii 

"]"i"-ri ".* dengan memberi tanda centang (i)

diisi oleh peiabat yang -",,"ng"iii'ia-"t'g 
-rteptE""l"ion 

sebelum PNS mengajukan cuti

diberi tanda centang dan alasannya '

- Cuti tahun berjalan
= Sisa cuti 1 tahun sebelumnva
= Sisa cuti 2 tahun sebelumnya

Unit Ke

'I'bLP

KeteranSlsaTahun
N2

6 N EGARANGNGN UCTARLUIDUTIC

, mulatSelama hart bulan tahun

N
N-1
N-2

I

I

24-

I

i

I

I

I

+ -tr yang disertai Nama I

dan NIP Pejabat 
I

I



ANAK LAMPIRAN 1.C

,ii*rti*.i'r"oAN KEPEGA*AIAN NEGAR',

REPUBLII( INDONESIA
i;of,;oR 24 TAHUN 2Ci 7
TF,N'IANG
'ioio'io*" pEMBERIAN curl PEGA*AI NEcERI =IPIL

CONTOH IZIN SEMENTARA PELAKSANAAN

CUTI KARENA ALASAN PENTING

IZIN SEMENTARA PELAKSANAAN CUTI KARENA ALASAN PENTING

NO\.IOR

1. Diberikan izin sementara untuk rnela-ksanakan cuti karena alasan penting

kepada Pegawai Negeri SiPil:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang
Jabatan
Unrt KeEa

Selama .....-.......... ... hari, terhitung rnulai tanggal " " ' ' "' "" sampai dengan

i..a*, . ......., dengan ketentuan sebagai berilait:

a. sebeluin nenjalarika;r :;,;-- u-""^ Ja.ar-, pc.,ting, ivajib rnc:iyerahkaa

pekerjaannya kep"at tt'""l- t'ogsungnya atau pejabat larn yang ditunjuk'

b. Setelah selesai menJalantan cuii karena alasan Penting' wajib melaporkar

riiri kepada atasan langsung::rva dal beke{a kembali sebagairnara blasa'

2

TEMBUSAN:

Demikian izin sementara melaksanakan cuti karena alasan penting ini dibuat

untuk daPat digunakan sebagalmana mestinya'

NIP

1

2

3 dan seterusnya.

Catatan:
*Tulisnamajabatandaripejabatyangberwenarrgmemberikanizinsementara.
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ANAK LAMPIRAN I.d
iiriiiir u iurv anonN xrjpeoRwAtAN NEcAt<A

REPUBLIK INDONESIA
NoMOR 24 TAHUI'' 201 7

TENTANG
;;;it^"* 

'EMBERIAN 
curl PEGA*AI NE.ERI .IPIL

CONTOH PERMINTAAN PERSETUJUAN

cuiior LUAR TANGcUNGAN NEGARA

PERSSIUJUA}I
KEPALA EEOAN IGPCCAWAIAN NEGARA

TENTANG

PEMBERIAN curl Di JurntlNccuNGAN NEGARA-

MENTERI/PIMPINANLEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKoTA.....'..

NAM A

NIP

PANGKAT/ GOLONGAN RUANG

TELAH tsE
MENERUS

KERJA SE
SEBAGAI

cRRA'rsRus
PEGAWAI NEGERI

TAHUN ...,........ BULAN

TANGGAL

MENTERIi PIMPINAN LEMBAGAi

GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA

SIPIL SEJAK

DITETAPKAN TANGGAL ".........

A.n KEPAI,A
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NIP

Catatan:
* Dibuat ASLI rangkaP 3 (tigal

't Coret Yang tidak Perlu

a rar.rCCelMASA KERJA GOLONGAN PAD

JABATAN

UNIT KDRJA

CAJ] P'JI{OI(

TANGGAL ....... BULAN ...... TAHUN"'

PERMINTAAN CUTIALASAN

I-AMAI{YA CUTI
BKNANJUETUSRo PERoN

WILAYAH PEMBAYARAN

---+--

KEPALA
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ANAK LAMPIRAN 1.e

;;[1'rdAN seoaN xePecewAIAN NEGARA

REPUBLII( INDONESIA
trol,loR 34 TAHUN 201 7

TENTANG
iil;A-A pEMBERIAN curl PEcAwAl NEGERI sIPIL

CONTOH KEPU'IUSAN
iurr pr LUAR TANGGUNGAII I.LGARA

MENTERI/P]MPINANLEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/wAllKoTA.....

KEPUTUSAN.-
NOMOR.....

aMenimbang

Mengingat

MenetaPkan
KESATU

b

bahwa berdasaJkan permintaan/permohonan cuti di luar

o**"** negara Sdr' NIP " """""" " tanggal

dan persetuJuan Kepala Ba<ian Kepegawaran

N.ga.a/ Xcpata Kantor Reglonal Badan Kepega*'aian Negara

nomor .... tanggal " yang bersangkutan telah memenuhi

;;;*.; y"og ait""t.,t-an dalam peratur'ur perundang-

undalgan;

bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan kePutusan cuti di luar

tanggungan negg-ra;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

tl..ara" iLembaran Nega;a Republik Indoncsia
'-;'";; 

;, Tambahan Lcir:barair Rcpublik Inc

Republik lndonesia Nomor 5494):

Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2Ol7 tentaT g

;;;;;;" Pegawar Negeri sipil (lrmbaran i'{egara Republik

i'.'i.,.-.,. Tahin 2017 Nr^rmor F j Tamtrahan Irmbaran Negara

Renrrhlik In.lnnesia Nomor 6O371:

Peraturan l]adan Kepegawaian Negara Nomor " ,' ""'. Tahun

tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

i;;;;; *"**" Rlpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor "" ");

MEMUTUSKAN:

I

2

3

Nama
NIP
Pangkat / Golongan Ruang

Jabatan
Unit Ked a

Masa Kerja Golongan
pada tanggal
Masa Keria Golongan

Untuk Kenaikan Gaji

Berkala Berik rtnya
Selarna . . .. .... '.crhitung

.. tahun ......... bulan

Aparatur SiPil

Tahun 2Al4
onesia |legara

MemberikancutidiluartanggungaJrnega:akepadaPegawaiNegeri
Sipil:

dengan tanggal .....
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Catatan

Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara' yzrng

;;;;-h; tidak berhak menerima penghasilan PNS dan tidak

diperhilngkan sebagai masa kerja PNS'

SetelahjangkawaktucutidiluartarrggungannegaraberakhirPNS
vang bersangkutan uajib melaporkan diri secara tertulis kepada

o 
"pi.r"rt insiansi paling larnbat I (satu) bulan'

Apabila tidak melaporkan diri tepat pada wal<tunya PNS yang

il".rr**,.r, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS'

ASLIKeputusaninidiberikankepadaPNSyang'bersangkutan
rrr,.rt aii.","f r"i dan <iipergunakan sebagaimana mestinya'

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGAI

GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA*

Ccret yang tidak Per lu

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.

2.
J.

4.
5.

6

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan'

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian K-luangan

oi"ii", J""a"ral perbendaharaan Negara K€menterian Keuangan

O"p,r,i giaut g Mutasi Kepegawaian Badan KePegawai,an Negara

il;; il;; Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepeqawaian Negara

Kepala Kantor Pelayanar Pt;;;";;;;t" Negara/Kepala Badan/Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah di

.)
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ANAK LAMPIRAN 1'f
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAi'I NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
NCIIOR 25 TAHUiT- 2017
TENTANG
TATA.ARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERISIPIL

CONTOH PERTVII NTAAN/ PERMOHON'{N PERPANJANGAN

CUTI DI LUAR 'IANGGUNGAN NEG,ARA

Kepada

\- rir

di

Ya;rg bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja I

berakhir tanggal...... .. '

Sehubu,igan ciengar. ... '-""'

Memberitahukan ciengan hormat , bahwa cuti di lrlar tanggungan negara yang sed artg

;;;;:;;k;; berda;ka,1 Ke;"i""-' "" " Nonror " tanssal " " " akan

maka s3)'a
tanggungan

Selama menjai

mer:gajukan perrnintaan/permohonan
negara tersehlrt selarna "' '

perpanjangan cui
terhitung mulai

di lu:u
tanggal

....... s/d tanggzd
ankan cut:i di htar tan ggrngan negara alamat saya ada.lah di '

P."rif.r"" lah permintaa;r ini saya buat untuk dapat dipertrmbangkan sebagaimana

mestinYa

Hormat saya,

NIP.
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ANAK LAMPIRAN 1.9
FERATURAN BADAN KEPEGAWAIAI{ NEGARA

REPUBLIK INDONDSIA
IJOII,OR 24 TAHUN 2Cl7
TENTANG
,TA'TA CANE PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEOERI SIPIL

CONTOH PERMINTAAN/PERMOHONAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

PERSETUJUAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG
PERPANJANGAN CUT1 DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA"

ME}TTERI / PIM PINAN LEMBAGA/ GUBERNUR/BUPATI /WALIKOTA

NAMA
I{IP
KDPUTUS.l.I] IEi,iBE
TA}.IGGU}{CAIJ }:trGAR,^'

a. NOMOR
b. TANGGAL
c. LAMANYA CUTI YANG TEI,AH

DIBERIT.A.N

d, BERDASARKAN PERSETUJUAN NOMOR

KEPALA BKN TANGGAL

LA]IIA}JYA PERPAN.-iAN^ ^ r! /,' rrr !r   Nra\
i rdll L (-

ALASAN PERMINTAAN FsRpRl.r.leI'Icer.l

CUTI

WILAYAH PEN{BAYARAN

DITETAPKAN TANGGAL ....... ... TANGGAL

L\v!,.]!Lv11t\

A.n KEPALA BADAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NIP

Catatan:
' Dibuat ASLI rangkaP J ltrga)

Coret Yang tidak Perlu.

MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA/

GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA

KEPALAPERSETUJUOM KNBANRoN
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ANAK LAMPIRAN l.h
Iiiiirumrl BADAN KEPEGAwAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 20 I 7

TENTANG
i;;,iA"R 

'EMBERIAN 
curl PE:G,\*AI NE.ERI slPtL

CONTOH KEPUTU SAN PERPAI\.JANGAN

cuir r-rr LUAR TANGGUNGAN NEGARA

KEPUTUSAN.
NOMOR.....

MENTERI/PIMPINANLEML}AGA/GUBERNUR/BUPATI/wALlKoTA.....

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

L)

MEMUTUSKAN

Cuti di lua.!: tanggungan Negara yang diberikan berdasarkan

Keputusan. Nomor tanggal

Kepada Pegarvai Negeri SiPil:

Nama
NIP
Pangkat / golongan

ruang
Jabatan terakhir
Unit Kerja
Masa Kerja Golongan

bahwa berdasarkan permintaan/permohonan perpanjangan

cuti di luar tanggungan negara Sdr' NIP "" "" ",'" '

;;;;" 
- 

-....-...... dan persetujuan rlata Badan

o;:-;-r" Negara/Kepala Kantor Regiona-l Badan

Kepegarvaian Negara nomor tanggal yang

bersanskutantelahmemenuhiPcrsyaratanyangditentukart
dalam peraturan perundang-undangan;

bahwaberdasarkanpertirnbarrgansebagaimarradima}sud
dalam huruf a, perlu menetaPkan keputusan perpanjangan

cuti di luar tanggungan negara;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil

Negara {trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14

N;;., ;, Tambahan l'embaran Republik Indonesia Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

Pcraturan Pemerintah Nomor I I Tahun 2O 17 tentang

Mana.1..r:., Pegawai Negeri Sipil (t,embaran 
-Negarq 

Republik

tna.'.o.in rahrrn ZO lZ Nomor 63 Tambahan kmbaran Negara

Fenrrhlik In.lonesia Nomor 6037)'

Peratrlr:'JI Badal Kepegas'aian Negara Nomor """'.'"- -- Tahun

t.lntarrg Tata cara Pernberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

ir".tir'n"**" Rlpublik lndonesia Taturr 2017 Nomor " );

1

2

j

pada tanggal .......... tahun ........' bulan'



Masa Kerja Golongart
Untuk Kenaikan Gaji
Berkala Berikutnya
Diperpanjang selama ... ....-. terhitung mulai tanggal

sarnpai derrgan tanggal

Ditetapkan di
pada tanggal

Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara' yang

bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan PNS dan tidak

diperhitungkan sebagai masa kerja PNS'

Setelah jangka waktu cuti di luar tanggungarr negara berakhir PNS

yang Ue.srt gkutan wajib melaporkan dir; secara tertulis kepada

pimpinan instansi paling lambat I (satu) bulan'

Apabila tidak melaporkan diri tepat pada waktunya PNS yang

bersangkutatt diberhentikan dengan hormat sebagai PNS

ASLI Keputusan ini diberikan kepada PNS yang bersangkutan

untuk diketahui da;r,lipergunakan sebagaimana mestinya'

...,.-... tahun ......... bulan

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Catatan:
' Coret Yang tidak Perlu.

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/

GUBERNUR/BUPATI / WALIKOTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

l. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan '

2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan

4. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara

5. Deputi Bidang sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepella'vaian Negara

6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Kepala Badan/Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di



-JJ-
:

ATIAK LAIqPIRAN 1.i
Hil}UreN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PDPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TF]NTANG
'i';;,i&;^ 

'EMBERIAN 
curl PEGA*AI NE.ERI .IPIL

CONTOTi LAPORAN TERTULIS TELAH SELESAI MENJALANKAN

CUTI PT LUAR TANGGUNGAN NtsGARA

Nama :

NIP
Pangkat/ golongan ruang :

Unii Ke4a :

dengan ini melaporkan bahwa saya Pada tanggal """'-" telah selesai menjalankan

cuti di lual tanggungan Negara berdasarkan Keputusa:r """"" Nomor """" tanggal

Berkenaan denga. hal tersebut saya mengajukan permohonan untuk dapat dia,gkat

di

Yang bertanda tangan di bawah int:

dan diaktilt<an kemba-li'

Dernikian laporan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestlnya'

Hormat saya'

NIP, . .

KePada
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ANAK I,i\MPIRAN I.J
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBERTAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGAKTIFAN KEMBALI
SETELAH SELESAI MENJALANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

PERSETUJUAN
KEPALA BADAN tr'EPEGAWAIAN i{EGARA

UNTUK
MENGAKTII'i(AN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SiPiL I'ANG TELAH SELESAI

MENJAI..ANKA}T CUTI DI LUAR TANCGUNGAN NEGARA-

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNURIBUPATIiWALIKOTA """

2. GOLONGAN RLIANG

3, T]\,!T

4. MASA KERJA GOLONGAN
.)- ar.lJl r-!/t\L/r\

i ;iii.rr, i euvr\l\ 'tL.
TENTANG PEMBER1AN CUTI DI LUAR
r Ar\ ij(r \J r\\l'1r\

^rr.Frnrrrr!hiaLa\, r \/J/.li\ \?U I ur LL',rrr\

TANGGUNGAN NEGAR,^.
pe nsgit-.uuaiv xEPALri BKii
TEIITAIJC PERPP'I{.IAI]O,\}i CUTI DI
LUAR TANGGUNGAN NEGARA

KEPUTUSAN PERPAI{JAIiGAN CUTI Di
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DITETAPKAN TANGGAL

A.n KEPALA BADAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NIP

Catatan:
' Dibuat ASLI rangkaP 3 itiga)

Coret yang tidak Perlu.

tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA

tahun ..,.. bulan
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GOLONGAN RUANG
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ANAK LAMPIRAN l.K
PERATURAN BADAN KEPEGAIJA:AN NEGARA
REPUBUK INDONESIA
NONIOR 24 TAHUN 20 17
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH KEPUTUSAN
PENGAK'TIFAN KE:MBALI

MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA/ GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA ..

Menimbang a. balr,r'a berdasarkan surat Sdr .. .. NIP

tanggal dan pcrsetujuan Kepa-la Badan

Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan

Kepegau'aiart NegaJa nomor .... tanggal ....... yang bersangkutan
telah memenuhi persyaratan untuk diaktilkan kembali sebagai

Pegau,ai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan perundang-

undangan:

b. bairwa bcr<iasarkan periirrtbangan seba.gairrra-na

dalam huruf a, perlu menetapkan kePutusan
kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O14

Nomor 6, Tambahan l,emtler:rn Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negata Republik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 63. Ta=bahan I-embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Badan Kepegau'aian Negara Nomor... ..... "' Tahun
icntang Tata Cata Pcrnbcriarr Cuti Pegawai iJegeri Sipii

(ts., ii.r i.icgctr a Republik ititit-rrrr;sia Tahun 20 i 7 i'ir.rtrrt.ii .. );

i\,IEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATIJ Meng,akti{lian kembali Pegawai Ncgcri Sipil

KEPUTUSAN....
NOMOR.....

Nama
NIP
Pangkat/ golongan

ruang
Jabata-n
Masa kerja golongan
pada tanggal
Gaji pokok
Terhitung mulai tanggal

tahun ......... bulan.
Rp

riimaksu<i
pengaktifan

.......... diaktilkan kembali sebagai Pegawai



KEDUA

KSI-IGA

Negeri SiPil.

Keputusan ini rnulai berlaku pada tanagal ditetapkan-

Apabiia dikemudian hari temyata terdaPat kckeliruaa dalam

;;;;; t;r, akan diadakan peruaikan dan perhitunsan kembali

sebagamana mestinya

ASLIKeputusaninidiberikankepadaPNSyangbersangkutan
.Irr*t aif."a"fr,ri dan dipergunakan sebagaimana mestinya'

Ditetapkan di
pada tanggal

MEIII'IERI/ PIMPINAN LEI{BAGA/

GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA

Catatan:* Coret Yang tidak Perlu'

Tembusan KePutusan ini disampaikan kepada:

l Ketua Badan Pemeriksa Keuangan'

2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

3.DirekturJendera-lPerbendaharaanNe-gafaKementerianKeuangan
i. o"*,i u,nr.g Mutasi Kepegawaian Badan. Kepegawaian Negara

5. Deputi Bidang Sistem tnftti-'asi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara

6. Kepala I(antor pela).anan peibendaharaan Negara/Kepala Badan/Dinas

Pengelolaai;r Keuangan dan Aset Daerah di



ANAK LAMPIRAN I.I
PERATURAN BADAN KEPECAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 20 I7
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEOERI STPIL

CONTOH PERMINTAAN PEMALURAN PEGAWAI
PENEMPATAN PADA INSTANSI LAIN

Kepada

Yth. itcpara Ijaoan Kepega\\,atan fieg:rra
dl

JAi\AF'tr\

liomoir
D^;t ^t ; Permintaan Pcr:yduran Pegawai

l. Bersama ini diberitai:uka:r bahu'a :

a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang teral<hir
d. Unit KerJa terakhir

Telah selesai menjala:rkan cuti di luar tanggungan Negara selama
berdasarkan Keputusan .......... Nomor .....-.... tzrnggad ..........

2. Berdasarkan surat Pegawai Negeri Sipil yang bersangi<utan tanggal .......... telah
melaporkan diri dan mcminta uniuk dapat diaktilkarr kcmbali.

3. Pernrintaan pengaktitaT kcmbali Pegawai Nege,-i Sipil ,!'ang betsangkuta, tidak
dapat dipentrhi karena tidal< t:r:sedia lowongan jabatan pada instansi karni.

4. Sehr-rbungan dengan hal l.e!:sebut di atas maka dimohon bantual saud.ara untuk
dapat men'yalurkan Pegawai Negeri Sipil vang bersangkutan kepada instansi lain.
Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan data kePegawa.ian yang
bersangkutan secara len gkan.

5, Demikran atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

Catatan:* Coret yang tidak perlrr

)


